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A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 
 1. Pengertian Kepailitan 
   Kepailitan artinya semua hal yang berkaitan dengan “pailit”.20 
Pengertian Kepailitan menurut Pasa1 1 Ayat (1) UU Kepailitan No. 37 Tahun 
2004 ialah: sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan 
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas 
sebagai halnya diatur dalam Undang-Undang ini.  
   Definisi kepailitan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 
37Tahun 2004 tentang1 Kepailitan1 dan1 Penundaan1 Kewajiban1 Pembayaran1 
Utang1, yang bisadilihat dpada PasaI 21 menjelaskan: (1) Debitur memiliki lebih1 
dari satu kreditur1 serta tiak mampu menyelesaikan sedikitnya1 satu1 utag 
bisaditagih dan sudah jatuh tempo, dinyatakan pailit dengan putusan 
pengadilan, baik atas permohonan dari debitur sendiri maupun atas 
permohonan satu atau lebih krediturnya. (2) Permohonan bisa juga diajukan 
oleh kejaksaan bila menyangkut kepentingan publik. Pada penjelasan Pasa1 2 
ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur pada ayat ini ialah 
baik kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis. Terkait 
kreditur preferen dan kreditur separatis, khusus mereka bisa memohon 
 





pernyataan pailit tanpa kehilangan hak jaminan terhadap kebendaan yang 
mereka punya atas harta debitur serta hak dia bisa diutamakan.21  
   Dasar hukum1 Kepailitan1 Indonesia1 secara1 umum1 tertuang pada Pasa1 
11311 KUH Perdata1 serta dasar khusus1 yang tertuang pada UndangUndang 
Nomor1 371 Tahun1 20041 tentang. Kepailitan.  dan, Penundaan, Kewajiban, 
Pembayaran, Utang.22 
   Terkait hal ini, secara global Undang-Undang Kepailitan dan 
Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang menuturkan aspek-aspek 
dibutuhkannya peraturan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang. Aspek-aspek  tersebut yakni:  
      a. Guna mencegah perebutan harta debitur manakala pada waktu yang sama 
     ada berapa kreditur yang meminta piutangnya dari debitur; 
       b. Guna mencegah adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang     
           meminta haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa  
           memperhatikan kepentingan debitur ataupun para kreditur lainnya;  
c. Guna mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan oleh    
    salah seorang kreditur ataupun debitur sendiri. contohnya, debitur berusaha 
    guna mengasih keuntungan terhadap seorang ataupun beberapa orang     
    kreditur tertentu sehingga kreditur yang lain merasa rugi, atau adanya   
    perbuatan curang dari debitur guna membawa lari seluruh harta kekayaan 
 
21 Adrian Sutedi. 2009. Hukum Kepailitan. Bogor. Ghalia Indonesia. hlm 24  




dia dengan tujuan guna meningalkan tanggung jawabnya atas kreditur-
krediturnya.23 
 Tidak hanya melanda perseorangan saja, akan tetapi kepailitan juga melanda 
perusahaan. Suatu perusahaan yang bisa dikatakan pailit akan memberikan efek 
yang negatif, bukan hanya pada perusahaan tersebut tetapi bisa berdampak secara 
mendunia.. Jika Pengusaha sudah tidak sanggup guna bermain. di, dunia pasar,  
sehingga bisakeluar dari pasar. Hal seperti inilah lembaga kepaiitan berguna.24  
 Secara keutuhan, kepailitan bisa didefinisikan sebagaii sitaa umumm terhadap 
suatu aset kekayaan debitur baik dalam waktu pernyataan pailit ataupun yang 
dibisasselama kepailitan berjalan baik guna kebutuhan seluruh kreditur yang pada 
kreditur dinyatakan pailit memiliki utang, yang dilakukan oleh pihak yang 
memiliki wewenang. Jika seorang debitur mengalami krisis keuangan, maka 
kreditur-kreditur berupaya guna mengambil jalur guna piutangnya terselamatkan 
dengan cara mengajukanngugatan perdataa terhadap debitur ke pengadilan dan juga 
menyertakan sita jaminan terhadap harta si debitur ataupun melalui jalur yakni 
kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan supaya debitur bisadinyatakan 
pailit.25  
 Disebut sita, umum,  ialah sita, yang, dilakasanakan tidak, cuma guna perorangan, 
atau beberapa kreditur, saja, melainkan. guna seluruh kreditur., atau. dengan.  sebutan 
 
23 H.ManS.Sastrawidjaja. 2006.Hukum 
KepailitanDanPenundaanKewajibanPembayaranUtang.Bandung .Alumni. hlm 72  
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lain. guna menghindari penyitaan. dari. eksekusi. yang. dimohonkan dari kreditur 
secaraperorangan.  Dengan kata lain., kepailitan, tersebut hanya, berhubungan 
dengan, harta, benda, debitur, bukan, pribadi, debitur, lalu debitur masih bisa 
menjalankan haknya seperti haknya sebagai, keluarga,  hak selaku orangtua ataupun 
hak, selaku kepa1a ke1uarga yang mana hak-hak tersebut termasuk lingkup di luar 
harta benda. 
2. Syarat-syarat Mengajukan Kepailitan 
a. Persyaratan Debitur BisaDinyatakan Pailit 
 mengenai seorang debitur bisadijatuhkan pailit berlandaskan syarat 
Pasa1 2, ayat,  (1), UU, Kepailitan, dann PKPU,  manakala memenuhi. ketentuan 
sebagai. berikut.:  
    1. Debitur memiliki dua. atau. lebih. kreditur serta tidak. membayar.  lunas   
       sedikitnya. satu. utag sudah jatuh tempo serta bisaditagih, dinyatakan pailit 
       dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri . ataupun 
       atas. permohonan . satu.  atau. lebih. krediturnya.  
    2. debitur paling.g sedikitt tida melunasi satu. utangpun atas salahsatu kreditur 
       dimaksud sebagai. suatu. kondisi bahwasannya debitur tidak. melunasi      
       utangnya. yang harusnya dibayar.  Jika hanya sekali saja tidak membayar, 
       maka belum bisa disebut sebagai keadaan berhenti . membayar., kondisi ini . 
       ialah sayarat mutlakk guna pernyataan. pailit  
  3.  Utang. yang. belum. dibayar. sudah tepat pada waktunya dan sudah bisa    




     waktu dengan sendirinya menjadi utang yang bisaditagih, namun utang   
      yang sudah bisaditagih belum tentu utang yang sudah jatuh waktu. Utang  
      bisa disebut jatuh waktu jika sudah tiba jadwal waktunya guna dilunasi    
      oleh Debitur. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, melainkan      
      mungkin saja utang itu bisa ditagih karena wanprestasi sudah terjadi    
      seperti halnya deitentukan pada perjanjian. 
3. Pihak Yang . Bisa Memohonkan . Pailit. 
        Berdasarkan, ketetapan UU, Kepailitan, serta PKPU, dalam Pasa1 2,  pihak, 
yang, bisameminta permohonan, pailit, ke, Pengadilan, Niaga, yakni:  
a.  Debitur : Debitur yang meminta permohonan pailit terhadap dirinya  
    harus bisa mempresentasikan dan membuktikan bahwa debitur memiliki 
lebih dari satu kreditur dan debitur harus bisamembuktikan bahwasannya dia 
tidak membayar utang kreditur yang sudah jatuh tempo dan bisaditagih.  
b. Kreditur  : kreditur merupakan pihak yang bisamengajukan    
    permohonan pailit ke Pengadilan Niaga selama debitur memiliki lebih dari 
satu kreditur serta belum mampu melunasi utangnya yang telah habis pada 
waktunyya dan bisa ditagih.  
c. Kejaksaan : Kejaksaan bisa meminta permohonan pailit dengan dalil guna 
kepentingan publik. Dalam kepentingan publik disini maksudnya ialah guna 
kepentingan Negara serta Bangsa atau kepentingan seluruh masyarakat.  
d. Bank Indonesia : Penyampaian  permohonan pailit yang diminta oleh Bank 




PKPU. Jika debitur adalah Bank lalu permohonan pailit ini cuma bisa 
diminta oleh Bank Indonesia. 
e. Badan Pengawas Pasar Modal : Badan Pengawas Pasar Modal juga memiliki 
wewenang  pada ha1 pengajuan, permohonan, pailit, jika pada perihal ini, 
debitur ialah perusahaan , efek, bursa efek., lembaga. penjaminan serta kliring, 
lembaga. penyelesaian serta penyimpanan..  
f. MenteriKeuangan. : Wewenangan guna meminta permohonan. pailit. dari 
Menteri. Keuangan, jikapada perihal ini, debitur ialah perusahaan asuransi, 
perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang 
berkecimpung dalam kepentingan publik. 
 4. Pihak yang BisaDinyatakan Pailit 
       Debitur di sini bisaterdiri dari orang atau badan hukum, maka 
berdasarkan hal tersebut di atas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit ialah:26 
a. Orang atau Badan Pribadi 
       Menurut UUK . Pasa1 1 . Ayat (1) dan UU No. 30, Pasa1 2 (1) Resolusi 
Lampiran No. 37 Tahun 2004, terdapat dua atau lebih kreditur yang belum 
melunasi sekurang-kurangnya satu jumlah secara lunas Debitur utang yang 
dibayar kembali atas permintaan dinyatakan pailit sesuai dengan putusan 
pengadilan yang berwenang yang dijelaskan dalam Pasa1 2, baik atas 
permintaan sendiri atau atas permintaan satu orang atau lebih. Debitur disini 
dapat terdiri dari perseorangan atau lembaga swasta, baik perseorangan, 
 




maupun yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, 
atau bentuk lainnya..  
b. Debitur yang Menikah 
  Pada lampiran UUK pasa1 3 jo pasa1 4 UUK No. 37 Tahun 2004, 
disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan oleh 
debitur yang sudah menikah, harus melalui persetujuan suami atau isterinya, 
jika diantara mereka ada percampuran harta. Lebih lanjut di dalam pasa1 119 
KUH Perdata menuturkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi 
hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar 
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.  
  Oleh karena itu bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata, 
guna meminta permohonan pailit haruslah ada persetujuan dari suami dan 
isterinya kecuali diantara mereka ada perjanjian perkawinan. Yang menjadi 
masalah kemudian menurut Bernadette (1999: 22) ialah, apakah berlakunya 
UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan khususnya dalam 
hal harta kekayaan ini menjadi tidak berlaku sehingga membawa akibat 
adanya pemisahan antara harta asal dan harta bersama dari suami dan isteri 
tersebut?  
  Yang harus diingat bahwa yang dinyatakan pailit itu ialah harta debitur 
bukan pribadinya. Dalam pasa1 232 a KUH Perdata menyangkut harta 
perkawinan, sekali berlaku KUH Perdata maka akan berlaku guna seterusnya 




demi hukum akan hidup kembali. Ini berarti, ketentuan KUH Perdata 
sepanjang harta perkawinan bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH 
Perdata sampai saat ini masih berlaku sekalipun sudah berlaku UU 
Perkawinan.  
  Karena itu manakala seseorang menikah berdasarkan KUH Perdata 
tanpa mengadakan perjanjian perkawinan dan salah satu dari mereka suami 
atau isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh 
harta bersama (pasa1 20 UUK). Maka  konsekwensinya ialah bahwa seluruh 
harta bersama tersebut akan dipertanggung jawabkan guna kepentingan para 
krediturnya. Bila suami atau isteri yang dinyatakan perkawinan, barang 
inipun dipergunakan bagi utang yang mengikat debitur pailit yang bersifat 
pribadi. Bila isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut juga meliputi 
harta bersama, oleh karena itu suami, akan kehilangan hak guna mengelola 
harta bersama karena pengurusan mengenai harta tersebut ada pada kurator.  
  Kesulitannya barangkali ialah guna mengetahui mana yang termasuk 
harta asal dan mana yang termasuk harta bersama, oleh karena harta asal 
tidak pernah dicatat sehingga sulit guna menentukan, apakah permohonan 
pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang sudah menikah tersebut 
harus ada persetujuan oleh dari suami atau isterinya.  
  Meskipun ada ketentuan hukum acara yang bisamelindungi, misalnya 
dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh 




jarang justru bisa terjadi akal-akalan dari suami atau isteri tersebut dengan 
mengatas namakan barang-barang suami dengan nama isterinya dengan 
maksud guna menghindari penyitaan dari pengadilan.  
  Sebaliknya di dalam lampiran UUK pasa1 60, bila seorang suami 
dinyatakan pailit, isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang 
bergerak dan barang tidak bergerak kepunyaan sendiri, yang tidak termasuk 
dalam persatuan harta perkawinan.  
  Manakala selama perkawinan, sudah diwariskan, dihibah wasiatkan, 
dihibahkan barang-barang bergerak kepada isteri, maka manakala terjadi 
perselisihan atas barang tersebut harus bisadibuktikan sudah terjadinya 
tindakan hukum pewarisan, hibah wasiat atau hibah tersebut.  
c. Badan-Badan . Hukum . 
  Badan hukum . selaku subyek. hukum. yang. memiliki aset yang terpisah 
dari. aset perseronya. pun bisa dinyatakan. pailit. Dalam pernyataanpailit, organ. 
Badan. Hukum itu akan.  kehilangan. haknya guna mengatur kekayaan. Badan. 
Hukum. Kurator yang akan mengurus harta kekayaan badan hukum yang 
dinyatakan pailit tersebut. Maka ari itu berdasarkan penjelasan pasa1 24 
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, 
sehingga gugatan hukum yang berasal dari hak dan kewajiban harta 
kekayaan debitur pailit wajib diajukan dalm kuratornya.  
  Selanjutnya dalam lampiran pasa1 113 Undang-Undang Kepailitan, 




perkumpulan atau yayasan yang memiliki status badan hukum, dinyatakan 
pailit maka penguruslah yang memiliki kewajiban guna mempertanggung 
jawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pailit yang dimohonkan oleh 
persero atau suatu firma, maka pengadilan yang memiliki wewenang ialah 
pengadilan yang daerah hukumnya melingkupi tempat kedudukan hukum 
firma tersebut. Mengenai perseroan, berlaku Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selengkapnya mengenai pengurus 
atau organ Perseroan Terbatas diatur dalam pasa1 1 ayat (2) – (6) UU PT 
sebagai berikut:  
Ayat (2). Organ Perseroan ialah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, 
dan Dewan Komisaris.  
Ayat (3). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ialah komitmen Perseroan 
guna bertindak dan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan serta lingkungan yang bermanfaat, baik 
untuk Perseroan sendiri, komunitas setempat, ataupun masyarakat pada 
umumnya.  
Ayat (4). Rapat. Umum. Pemegang. Saham., disebut. RUPS ., ialah Organ. 
Perseroan. yang . memiliki otoritas yang. tidak. dikasihkan terhadap Direksi. 
ataupun DewanKomisaris pada batas. yang. ditentukan, pada undangundang ini. 
dan/atau. anggaran dasar..  
Ayat (5). Direksi . Ialah. OrganPerseroan yang bertanggung jawab serta 




Perseroan., selaras dengan. tujuan. Perseroan. serta. mewakili. Perseroan., baik, di. 
luar ataupun di dalam. Pengadilan. selaras dengan.  syarat anggaran.  dasar..  
Ayat (6). Dewan . Komisaris. ialah OrganPerseroan yang. memiliki tugas guna 
melaksanakan pengawasan secara khusus dan/atau umum selaras dengan 
anggaran dasar serta mengasih nasihat kepada Direksi.   
Tentang Tanggung Jawab Direksi 
 Di dalam pasa1 92 ayat (1) UU PT menyatakan mengenai kepengurusan 
perseroan dilakukan oleh direksi, kemudian pasa1 93 ayat (1)  menentukan 
mengenai persyaratan guna bisadiangkat sebagai personel direksi yakni 
Orang yang dapat melakukan tindakan hukum tetapi tidak pernah dinyatakan 
pailit, atau dihukum karena menyebabkan perusahaan bangkrut, atau 
dinyatakan bersalah menyebabkan kerugian keuangan nasional, 5 tahun 
sebelum pengangkatan.  
 Lebih lanjut, mengenai tanggung jawab Direksi tersebut dalam kepailitan 
maka bisadilihat pada ketentuan pasa1 97 ayat (1) - (3) sebagai berikut: 
Ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagai 
halnya dimaksud dalam Pasa1 92 ayat (1).  
Ayat (2) Pengurusan sebagai halnya dimaksud pada ayat (1), wajib 
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab.  
Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 




menjalankan tugasnya selaras dengan ketentuan sebagai halnya dimaksud 
pada ayat (2).   
Tanggung Jawab Perdata Komisaris 
 Di dalam pasa1 117 ayat (1) UU PT menyebutkan, bahwa dalam Anggaran 
Dasar bisaditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris guna 
memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan 
perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya pasa1 118 ayat (1) menyebutkan 
bahwa berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), Komisaris bisamelakukan tindakan pengurusan perseroan 
dalam keadaan tertentu guna jangka waktu tertentu. Dalam ayat (2), bahwa 
bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu guna jangka waktu tertentu 
melakukan tindakan sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) berlaku semua 
ketentuan mengenai hak, wewenang, dankewajiban Direksi terhadap 
Perseroan dan pihak ketiga.   
 Oleh karena itu dari ketentuan ayat (2) tersebut bisadisimpulkan bahwa 
apbila komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan maka bagi 
komisaris tersebut berlaku ketentuan pasa1 114 ayat (3) UU PT. “Setiap 
anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas 
kerugian Perseroan manakala yang bersangkutan bersalah atau lalai 
menjalankan tugasnya” 
 Tentang Tanggung Jawab Perdata Pemegang Saham  




Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang 
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 
Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Dan ketentuan tersebut tidak 
berlaku dalam hal:  
 1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;  
  2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak  
     langsung dengan  itikad buruk memanfaatkan Perseroan guna  kepentingan 
     pribadi;  
         3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan   
      hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau  
         4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak    
      langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang 
      mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup guna melunasi 
      utang Perseroan.  
5. Prosedur Kepailitan 
   Tata cara Permohonan pailit baik bagi kreditur maupun deitur itu 
sendiri bisa mengajukan permohonan pailit. Prosedur pengajuan permohonan 
pailit wajib dimohonkan ke Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya 
melingkupi tempat tinggal yuridis debitur. Dalam permohonan pailit Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada 
Pengadilan terapkan metode prosedur dipercepat dan jangan melakukan 




mediasi sebab permohonan pailit tidak memuat sengketa keperdataan. Adapun 
upaya perdamaian yang dijelaskan dalam UU Kepailitan dan PKPU mempunyai 
arti dan definisi teknis yang berbeda dengan definisi perdamaian dalam gugatan 
perkara perdata maupun pengertian mediasi sebagai halnya tertuang dalam 
Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.  
   Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sesudah permohonan 
didaftarkan Pengadilan Niaga harus memutuskan permohonan pailit, dengan 
ketentuan jika pada waktu persidangan tidak adanya permohonan pailit 
permintaan permohonan PKPU oleh debitur atau kreditur lainnya. Permohonan 
penundaan pembayaran sementara harus diputuskan Pengadilan Niaga terlebih 
dulu kalau pada saat waktu yang sama ada permohonan penundaan pembayaran 
utang debitur yang diajukan.  
6.  Pemberesan . Harta. Pailit. 
   Pemberesan. harta. pailit, dilaksanakan oleh, kurator, dengan, melewati 
pengawasan, dari, hakim, pengawas.. Definisi kuratorr tertuang pada Pasa1 1 
ayat 5 UndangUndang Nomor. 37. Tahun. 2004., yakni: Kuratr ialah orang 
perseorangan atau Balai Harta Peninggalan yang bertugas guna membereskan. 
dan mengurus harta debitur pailit diangkat oleh Pengadilan da diawasi oleh 
Hakim Pengawas selaras dengan UndangUndang ini. Dalam proses 
penyelesaian kepailitan Kurator memegang peranan sangat penting. Pengadilan 
mengangkat Kurator, yang tugas utamanya ialah mengurus serta membereskan .  




Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan,  bahwasannya yang dapat bertindak 
sebagai kurator ialah: 
 a.Balai Harta Peninggalan (BHP)  
 b. Kurator lainnya. 27 
   Balai Harta Peninggalan ialah lembaga yang berada dinaungan 
Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan 
layanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU dan bidang lainnya selaras 
dengan peraturan yang berlaku. Dengan putusan guna melaksanakan. BHP. 
yang. diangkat. Pengadilan, Niaga berperan selaku pengurus dan/atau . kurataor. 
Jika BHP. mengurus masalah kepailitan dikatakan kurator, sedangkan jika 
mengurus harta debitur bersama-sama dengan debitur PKPU disebut pengurus. 
Pengurus tidak memilii wewenang menjual harta debitur PKPU, akan tetapi 
kurator memiliki kewenagan  guna menjual aset debitur pailit.28  
   Guna jenis Kurator lainnya, dalam Pasa1 70 ayat (2) huruf (a) 
Undangundang kepailitan dituturkan, yakni kurator yang bukan Balai Harta 
Peninggalan ialah mereka yang wajib menunaikan syarat-syarat tertentu, yakni:  
 a.  Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang 
     memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka menangani dan 
      atau membereskan harta pailit.  
 b.  Sudah terdaftar pada Kementrian yang lingkup tanggung  jawab dan  
 





    tugasnya di bidang hukum, serta peraturan, perundangundangan.29 
  Kuratoor dalam, melaksanakan pemberesan, harta, pailit , diawasi, oleh, 
Hakim , Pengawas.  HakimPengawas ialah Hakim, yang, dipilih oleh, 
Pengadilan pada Putusan Pailit maupun putusan , penundaan, kewajiban, 
pembayaran, utang., Pasa1 l ayat 8. UUK-PKPU. Hakim Pengawas itu dipilih 
oleh Majelis Hakim Pemeriksa ataupun Majelis Hakim Pemutus perkara 
PPP. Pada. hakikatnya, Hakim Pengawas ialah wakil . Pengadilan. yang. 
bertugas guna mengawasi. pemberesan  serta pengurusan harta. pailit. yang. 
dilaksanakan oleh, Kkurator. Penunjukan. Hakim. Pengawas dilaksanakan 
bersamaan. dengan. diucapkannyaa Putusan pernyataan. .pailit.30 
   Dalam, hal, pemberesan, serta pengurusan, harta. pailit . tersebut., kurator. 
bekerja. sesudah adanya, putusan, pernyataan,  pailit dari. hakim,  Putusan Pailit itu 
terhitung, sejak. Pukul. 00..00 waktusetempat. sehingga terhitung. sejak tanggal 
putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitur pailit emi hukum tidak 
memiliki kewenangan. lagi. guna menguasai, serta mengurus,   harta, kekayaan,.31 
 7.   Insolvenct Test. 
     Insolvency Test . ialah suatu. audit. keuangan. yang. dilaksanakan oleh.  
suatu, kantor, akuntan, umum independent guna bisamenentukan apakah, keadaan, 
keuangan. debitur yang. akan. diputus. pailit benerbenar sudah berada. dalam, 
 
29 BenardNainggolan, loc.cit 
30 LilikMulyadi. 2013. PerkaraKepailitan DanPenundaanKewajibanPembayaranUtang (PKPU) Teori 






kondisi tidak, sanggup melunasi utagutangnya ataupun dalam sebutan lain 
debitur itu sudah dalam kondisi insolven. ataupun justru. masih, berada, dalam 
kondisi ,solven(sehat). Akuntanumum akan, melaksanakan pemeriksaan,  serta, 
pengujian, terhadap catatan. pembukuan. (atau sekarang disebut dokumen 
perusahaan) dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang berkaitan 
dengan harta kekayaan perseroan, yang dituangkan dalam sebuah auditing 
report. 
    Guna masuk le dalam tahap insolvensi ada dua kemungkinan yakni:  
 a) sesudah dinyatakan pailit. Keadaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa 
putusan hakim jika dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan accord, 
atau ada accord yang sudah disetujui tetapi tidak menbisahomologasi dari 
hakim pemutus kepailitan, atau ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi 
ditolak oleh hakim banding.  
 b) melalui PKPU. Manakala, dalam waktu 270 hari sesudah putusan 
pembayaran sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima 
oleh para kreditu, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan 
niaga, atau tidak ada persetujuan apapun yang sudah dicapai, hakim 
pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus 







B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 
1.  Pengertian Hukum . Jaminan . 
   Penegrtian jaminan, n dalamn undang-undang,  terbisadalam Pasa1 l131 
serta Pasa1 l132 KUHPerdata, yakni semua kebendaan, si, .berutang, baik , yang, 
bergerak. ataupun yang , tidak .bergerak, baik. yang, sudahh ada, ataupun yang, baru. 
akan. ada, di. kemudian, hari, menjadi. tanggunngan guna seluruh perikatannyya 
,perseorangan. Tujuan kebendaan dalam Pasa1 113l kemudian, itu diterangkan 
pada Pasa1 l132 yang. menjelaskan, kebendaan. itu menjadi. Jaminan, secara 
bersamasama untuk seluruh orang. yang memberikan utang ppadanya.  
   beberapa pakar hukum mengutarakan pengertian jaminan atau huku 
jaminan, diantaranya: 
- Menurut J.Satrio hukum jaminan yakni hukum yang mengatur tentang  
  jaminan piutang seseorang.32  
- Hemat Salim memberikan penejelasan bahwasannya hukum jaminan ialah 
keseluruhan dari norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara 
pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan 
jaminan guna memperoleh layanan kredit.33 
-  Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan ialah hukum yang 
mengatur konstruksi yuridis yang bisa saja pemberian layanan kredit, 
 
32 J. Satrio, 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung. Citra Aditya Bakti.  
hal.3.  
33 Hemat Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 




dengan menjaminkan benda - benda yang dibelinya sebagai jaminan. 
Peraturan seperti itu harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian 
hukum guna lembaga yang memlayanani pemeberian kredit, baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri.34 
2. Sifat Perjanjian Jaminan 
   Pada hakikatnya perjanjian kebendaan terdiri dari 2 macam, yakni 
perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok ialah perjanjian 
yang bertujuan guna memperoleh layanan pinjaman dari lembaga bank ataupun 
lembaga keuangan non bank. Perjanjian accesoir ialah perjanjian yang memiliki 
sifat tambahan serta dihubungkan dengan perjanjian pokok. Misal, perjanjian 
accesoir ini ialah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, 
tanggungan serta fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan ialah perjanjian accesoir, 
yakni menyertai perjanjian pokok.35  
   Kedudukan perjanjian. jaminan. sebagai perjanjian, yang, bersifat 
accessoir (tambahan) memiliki karakteristik:36 
a. hapus dan lahirnya bergantung pada perjanjian pokok;  
b. Ikutt batal, bersamaan dengan, batalnya perjanjian, pokok.;  
c. Ikut. berubah bersamaan beralihnya perjanjian, pokok.. 
3. Karakteristik Jaminan 
 
34 Sofwan Sri Soedewi Masjchoen. 1980.  Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
dan  Jaminan Perorangan. Jakarta. BPHN Departemen Kehakiman RI. hlm. 25 
35 Hemat Salim, op.cit, hal.29 




   Pada umumnya bentuk-bentuk lembaga jaminan sebagai halnya 
dikenal dalam tata hukum Indonesia, bisadipilah-pilah menurut cara terjadinya, 
menurut karakteristiknya, menurut obyeknya, menurut kewenangan 
menguasainya, yakni:37 
a. Cara terjadinya, yakni :  
1) Jaminan yang ada karena Undang-undag;  
Pada Pasa1l 11311 KUHh Perdataa, seluruh kebendaann milik debitur baikk 
bergerak ataupun tidak bergerak baik sudahada ataupun yang baru adaa di 
hari yang akan datang menjadi tanggungan bagi seluruh perikatan 
perseorangan. Kemudian pada Pasa1 1132 KUHPerdata menerangkan 
bahwa. Kebendaan, itu yang, mengutangkan, padanya.; perolehan penjualan, 
barang tersebut dibagi. berdasarkan .keseimbangan, yakni berdasarkan besar. 
kecilnya, piutang masing-masing, kecuali. diantara para. berpiutang. memiliki 
alasan. yang, jelas guna didddahulukan.  
2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan; 
a) Gadai 
b) Hipotek  
c) Hak Tanggungan 
d)  Jaminan Fidusia 
e) Penanggungan (borgtocht) 
b. Objeknya:  
 




1) Bentuk objeknya benda bergerak;  
       -    jaminan fidusia dan gadai. 
2) Bentuk objeknya benda tidak bergerak/benda tetap; atau  
 -    hipotek dan hak tanggungan. 
3) Bentuk objeknya benda berupa tanah  
4. Asas Hukum Jaminan 
   Berlandaskan analisis terhadap bermacam-macam Peraturan undang-
undang yang mengatur tentang terhadap berbagai referensi terkait jaminan, 
ditemui 5 pedoman penting pada hukum jaminan : 38 
a. Asas Publicitet menerangkan bahwasannya semua hak baik hak tanggungan, 
hak fidusia, dan hipotek wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut supaya pihak 
ke-tiga bisa memahami bahwa benda jaminan tersebut sedang dilaksanakan 
pembebanan jaminan..;  
b. Asas, Specialitet . menerangkan bahwasannya hak , ktanggungann, hakk fidusia.a, 
serta hipotek. hanya. bisa dibuatkan atas, percil, ataupun prinsip barangbarang 
yang, telah terdaftar terhadap nama, orangtertentu;  
c. Asas. Takk BisaDibagi-Bagi menerangkan bahwa asas . bisa dibaginya utang 
tidak, bisa mengakibatkan, bisa dibaginya , hal tanggungan, hakfidusia, 
.hipotek, serta .gadai meskipun sudah dilaksanakan pembayaran. sebagian.;   
d. Asas Inbezittstelling yakni barang jaminan (gadai) harus berada pada    
       penerima gadai;  
 




e. Asas Horizontal yakni bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. 
Hak ini bisadilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun 
tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi 
tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai. 
5. Manfaat Jaminan . 
   Menurut yuridis, manfaat jamminan ialah menyampaikan kepastian 
hhukum pelunasan hutang pada perjanjian  utang piutang atau kejelasan prestasi 
atau realisasi dalam suatu perjanjian, dengan melangsungkan perjanjian 
penjaminan melewati badan-badan jaminan yang diketahui dalam hukum 
Indonesia39 
   Frieda Husni Hasbullah memberikan pendapat, manfaat atau kegunaan 
dari jaminan khusus ialah: 
a. Jaminan khusus ialah menjamin terlaksananya perjanjian perjanjian utang 
piutang  atau pokok.  
b.  Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur    
       wanprestasi.  
c. Menjamin supaya kreditur (bank) memperoleh pelunasan dari benda-benda  
yang  dijaminkan.  
d. Menjamin supaya debitur menunaikan prestasinya sehingga dengan 
sendirinya bisa memberikan kepastian bahwa utang-utang debitur bisa 
 
39 Harum Melati S. 2010. Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk 




dibayar lunas.  
e. Menjamin debitur (nasabah) berfungsi dan dalam transaksi yang dibiayai 
pihak kreditur.40 
6. Jenis. Jaminan . 
   Jenis. Jkaminan bisa dibedakan,, berdasarkan terjadinya, serta 
berdasarkan objjeknya, yang, diuraikan, sebagai, berikut .:  
a. B|erdasarkan terjadinya yakni jaminan terdiri dari :  
 1. Jaminan yang lahir disebabkan oleh ketentuan undang-undang yakni    
                  Jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang   
                  berupa semua harta kekayaan milik debitur.  
     2. Jaminan yang muncul disebabkan perjanjian yakni jaminan khusus yang 
         merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga bisa   
         berwujud seseorang. Jaminan ini muncul karena kesepakatan para pihak  
                   bukan dikarenakan undang-undang. 
b. Menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas :  
 1. Jaminan umum merupakan jaminan yang dikasih oleh   
     Undang-undang terhadap kreditur yang berupa semua harta kekayaan 
                   punya debitur. Menurut  Pasa11131 dan Pasa1 1132 KUHPerdata     
                   menjelaskan bahwa seluruh aset punya debitur baik  
     yang sudah ada ataupun yang akan ada baik yang berupa  
 
40 Frieda Husni Hasbullah.  2005. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan 




    benda tetap ataupun berupa benda bergerak akan menjadi jaminan guna 
   segala utang-utangnya dari para kreditur-krediturnya. Hasil dari 
penjualan harta benda itu akan menjadi pelunasan utang debitur kepada 
kreditur senilai dengan piutang yang diberikan kecuali ada dalil guna 
lebih didahulukan pelunasannya.  
 2. Jaminan khusus yang ialah jaminan dengan harta kekayaan    
                   Milik debitur juga bisa berupa seseorang. Jadi jaminan khusus ini   
                   bentuknya ialah jaminan orang (borgtocht) atau seorang pihak ketiga. 
     Selain pengelompokkan tersebut, jenis jaminan pun bisa digolongkan    
                   berdasarkan hukum . yang, berlangsung di, Indonesia. serta berlangsung    
                   diluarnegeri. Pada Pasa1 24 Unang-Undang Perbankan, dikatakan   
                   bahwasannya “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya  
                   jaminan”. Jaminan, bisa dibedakan, menjadi, 2, macam, yakni :  
          a. Jaminan materiil (kebendaan) ialah jaminan kebendaan ;dan  
          b. Jaminan imateriil (perorangan) ialah jaminan perorangan. 
   Jaminan kebendaan memiliki sifat-sifat “kebendaan” yang 
artinya memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan 
memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. 
Sedangkan jaminan perorangan hanya dijamin oleh harta kekayaan 
seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang 





C. Tinjauann Umumm tentangg Personall Guarantorr (JaminanPerorangan) 
 1. Pengertiann Jaminann Perorangann 
   Ketentuan Pasa1 1820 Kitaab UndangUndang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Penanggungan merupakan suatu 
persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si pemberi 
hutang (kreditur) mengikatkan diri guna memenuhi perikatannya si berhutang 
(debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinnya”. Dari penjelasan 
Pasa1 itu, jelas bahwa penanggung hutang ialah suatu perjanjian guna 
mengikatkan diri guna suatu pemenuhan perjanjian, dengan demikian perjanjian 
penanggungan merupakan perjanjian yang sifatnya accesoir yakni perjanjian 
yang mengikuti perjanjian pokok, sehingga perjanjian penanggungan dianggap 
tidak pernah ada jika terbisaperjanjian pokok yang tidak sah.  
   Sedangkan menurut para ahli jaminan perorangan ialah:  
a)    Srii Soedei Masjchon Soffwan berpenbisajaminan perorangan merupakan  
       jaminan  yang memunculkan keterkaitan secara langsung pada perorangan  
       tertentu, hanya bisa dipertahankan kepada debitur tertentu, terhadap  
       harta kekayaan debitur seumumnya.42 
b) Suharriman berpenbisabahwasannya menurut lembarkerja dari Hasil Seminar, 
      Hukum, Jaminan, yang, diadakan oleh. Badan. Pembinaan. Hukum.  
 
41 Hemat Salim, op.cit, hal.23 
42 Sri SoedewiMasjchunSofwan. 2001. HimpunanKaryatentangHukumJaminan. Yogyakarta.Liberty 




      Nasional Departemen Kehakiman yang berkolaborasi bersama Fakultas  
      Hukum. Universitas. Gadjah. Mada,  Jaminan. Perorangan ialah jaminan,  
      dari, seseoranng, yakni pihak Pejamin, terhadap kreditur berlandaskan suattu  
       perikatan. jaminan,  baik. itu, menjamin. sebagian, ataupun menjamin, 
      semua pemenuhan , kewajiban, oleh.. debitur terhadap kreditur   
      berlandaskan suatu perikatan pokok.43 
c )  R. Soebektii berpenbisaialah suatu perjanjian antara seorang  
       kreditur dengan seorang ketiga, dengan memastikan  
      dilaksanakannya kewajiban-kewajiban debitur dan juga bisa  
      diadakan diluarr (tanpa) si debitur mengetahui hal tersebut.44 
2. Karakteristik .k Jaminan.n Perorangan .n 
        Karakteristik. perjanjian. perorangan yakni:45 
    a.  Perjanjiann jaminan.n perorangan.n bersifat.t assesoir.r 
      Perjanjiann perorangann ialah perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. 
Perjanjian pokok yakni perjanjiaan bilamana salah. satu. pihaknnya 
dibebankan suatu, kewajiban, contohnya guna membayar. utang. pada perjanjian. 
kredit,.  
b. Hakhak yang muncul dari, suatu, perjanjian, jaminan, perorangan , 
   memiliki sifat kontraktual     bukan , hak, kebendaan ,  
 
43 Munir. Fuaddy. 2013. HukumJaminanUtang,Ctk.Pertama. Jakarta. PenerbitErlangga. Hal.l82  
44 R. Soebektii. 1987. Hukumm Perjanjiann. Jakarta. Inter Nusa. hlm.1.  





      walaupun pada Pasa1 1l31 KUHPerdata mengatakan bahwasannya aset barang 
Penjamin akan, menjadi, tanggungannya,  akan tetapi Hakhak dari, jaminan. 
perorangan. hanya. bersifat.  kontraktua1 tanpa. memunculkan hak. kebendaan,.  
c. Penjamin  mempunyai hakk dan. Kewajiban. Manakala. terjadiwanprestasi 
   oleh debitur kepada. kreditur menurut kontrak pokoknyaa  
            Kewajiban penjamin muncul manakala debitur melakukaan wanpresstasi. 
            perihal ini . selaras dengan, prinsip. “penagihan sekunder” bilamana tatkala 
            sudah terjadi. wanprestasi, sehingga yang wajib ditagih/digugat ke Pengadilan 
            ialah terlebih. pihak, debitur dahulu.  
e. Kedudukan , kreditur bersifat, konkuren . 
          Kedudukan. kreditur yang, memegang, jaminan. perorangan, memiliki sifat   
 konkuren. bilamana kedudukan dia sama dengan, kedudukan, kreditur kreditur 
 lainnya, kalau .ada.  
3. Sifat. Jaminan . Perorangann 
   Pada jaminan perorangan yang didahulukan ialah hubungan antara 
kreditur dan juga debitur utama.46 Peranan. penjamin, perorangamn timbul tatkala 
debitur utamma tidak. melaksanakan kewajiban, dalam, perjanjian, pokoknya, 
sebagai halnya yang, sudah diperjanjikan,. Posisi. penjamin. perorangan. memiliki 
sifat selaku pengganti, dariapa, yang , seharusnya, dipenuhi, oleh, debitur uutama.    
 
 
46 J. Saatrio. 2003. Hukum .Jaminan .,Hak-Hak Jaminan . Pribadi. Jaminanperorangan 





4. Syarat menjadi . Personall Guarantor . 
   Pada dasarnya, personal guarantor itu muncul dari adanya suatu 
dampak perjanjianpokok menuturkan secara spesifik adanya penanggungan itu. 
Tentu jika ada personalguarantor  mau mengikatkan dirinya dalam 
penanggungan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan, yakni: 47 
a) Harus memiliki kesanggupan bertindak guna mengikatkan diri  
b) Memiliki kesanggupan ekonomis guna bisa menyelesaikan utang, debitur, 
yang, bersangkutan, 
c) Harus, bermukim di wilayah, RepublikIndonesia  
5.  Hak, Istimewa, Personal, Guarantor, 
   Hak istimewa personalguarantor dalam. KUHPerdata. tertuang pada 
Pasa1. 1832, yaitu:48 
a)  Hak penjamin guna meminta pelunasan utangnya dengan cara harta 
kekayaan debitur dieksekus serta disita terlebih dulu; 
b) Hak. si, penjamin, guna tidak, mengikatkan, diri, bersamasama dengan, debitur, 
secara. tanggungmenanggung.; 
c) Hak, si, penjamin, guna mengajukan, tangkisan, seperti yang, daiatur di pasa1 
l849 serta Pasa1 l850 KUHPerdata.; 
d) Hakk si penjamin guna membagi utang.; 
e) Hak si penjamin diberhentikan dari penjamin.. 
 
47 J.Satrio. 2007. HukumJaminanHakJaminanKebendaan. Bandung: PT.CitraAdityaBakri. h. 13 
48 Notaris Sidoarjo,BentukJaminandan Hak Istimewa BerdasarkanKUHPerdata, httphttp://notaris-




6.   Hubungan Keperdataan Kreditur, Debitur dan. Personal. Guarantor ..             
(Penjamin .Pribadi) 
    Penanggungan, ialah suatupersetujuan bilamana seorang, pihak, ketiga., 
demi  kepentingan, kreditur, mengikatkandiri guna memenuhi. perikatannya 
debitur bilamana orang,  ini, sendiri. tidak. memenuhinnya.49 Dari pengertian yang 
diberikan itu diketahui bahwasannya penanggungan utang melingkupi faktor-
faktor yakni: 
   a. Penanggungan utang ialah suatu bentuk perjanjian,;  
   b. Penanggungan.    utang mengaitkan keberadaan utang yang terlebih dahulu  
     ada,.; 
          c. Penanggungan, utang, dibuat, salah satunya guna kepentingan, krditor, serta  
    bukan, guna kepentingan, debitur; 
          d. Penanggungan utanghanya mengharuskan penanggungg memenuhhi  
    kewajiban, kreditur tatkala debitur sudah terbukti belum memenuhi 
kewajiban atau prestasi atau kewajibannya.50 
7. Berakhirnya Jaminan Perorangan 
    Berakakhirnya jaminan perorangan disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai 
berikut:51  
 
49Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Penanggungan Utang DanPerikatan Tanggung Menanggung, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), hlm.13.  
50 Ibid 
51Yayasan Lembaga . Bantuan . Hukum . Indonesia. 2007. PanduanHukumIndonesia: Pedoman . 





a. Berakhirnya perjanjian penjaminan/penanggungan (borghtocht)    
 tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya sebagai 
 perjanjian  pokok; 
         b. berakhirnya penjaminan juga bisadisebabkan dari adanya pembebaan   
   terhadap penjamin; 
         c. Manakala kreditur sudah menerima pembayaran utang dari debitur. 
  
      
 
 
 
